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BUPATILAHAT

PERATUBJAN BUPATI LAHAT

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) maka
dipandang perlu adanya perubahan Klasifikasi dan Besaran
Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan
Perkotaan (PBB P2).

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lahat tentang Perub^an Atas Peraturan Bupati
Lahat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Operasional
Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kabupaten Praja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang
Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
99);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kabupaten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penata usahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;



17. Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 213 Tahun 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010
Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija dinas-
dinas dalam Kabupaten Lahat sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 16
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Keija Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Lahat;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lahat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

21. Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN

DAN PERKOTAAN

Pasal I

Peraturan Bupati Lahat Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2013 Nomor 32) diubah sebagai berikut ;
Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal 15
berbunjd sebagai berikut:

Bagian Kedua

Tarif

Pasal 15

Klasifikasi dan besamya tarif PBB P2 sebagai berikut;

a. Untuk NJOP Bumi / Bangunan sebagai dasar pengenaan
PBB P2 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai
dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), tarif
PSB P2 ditetapkan sebesar 0,111 % (nol koma seratus
sebelas persen);



b. Untuk NJOP Bumi/Bangunan sebagai dasar pengenaan
PBB P2 dengan nilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah), tarif PBB P2 ditetapkan sebesar 0,222% {nol

koma dua ratus dua puluh dua persen);

c. Dalam hal pemanfaatan bumi dan bangunan untuk usaha
pertanian tanaman pangan, maka dapat diberikan
pengurangan 15% (lima belas persen) dan tarif PBB P2
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

d. Bupati atau Kepala DPPKAD dapat memberikan
pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c setelah
mendapat permohonan dari wajib pajak.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tangg^
BUPATI

Diundangkan di Lahat
pada tanggal

SEKRETARISJBj^RAH kabupaten lahat,

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAl

V

SRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN AW-f NOMOR 3^


